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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK , tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh, 27 Maret
1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
karyawan Bank Mandiri, tempat kediaman , Kota
Payakumbuh, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
WITRA RIZAL DAN REKAN yang beralamat di Jalan
Sehimpuni, No. 75 Kelurahan Tanjung Pauh,
Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh,
dengan domisili elektronik pada alamat emalil
witra.rizal89@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa
Khusus No. 13/SK/SHI/11/2020 tertanggal 12 Februari
2020, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK , tempat dan tanggal lahir, Tapan, 16 September 1989,
agama lIslam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan
swasta, tempat kediaman di , Kabupaten Pesisir
Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka

sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Februari 2020

telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
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Agama Payakumbuh dengan register Nomor 87/Pdt.G/2020/PA.Pyk tanggal 14
Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah
menikah pada tanggal 28 November 2015 yang tercatat dalam Kutipan
Akta Nikah , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbubh;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina
rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jendral Sudirman,
RT 001 RW 001, Kelurahan lkua Koto Dibalai (Balai Cacang),
Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana
layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak, namun ba’'da dukhul;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi
pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan
kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat tidak peduli dengan
kebutuhan rumah tangga bersama dan Tergugat hanya
mementingkan diri sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan
sehari-hari Penggugatlah yang bekerja;
4.2. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada anak
Penggugat dari pernikahan yang sebelumnya, padahal sebelum
menikah Tergugat berjanji akan menyayangi anak Penggugat
dengan mantan suami Penggugat tersebut;
4.3. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang menyinggung
perasaan Penggugat;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama,
Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah
sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapinya, bahkan
antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal,

kemudian rukun kembali;
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6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Oktober 2019,
yang disebabkan karena ketika itu Penggugat pergi jalan-jalan ke
Jakarta dengan anak Penggugat, dan Penggugatpun mengajak
Tergugat untuk pergi bersama, namun Tergugat menolak untuk pergi
dan tidak memberikan izin kepada Penggugat, dan Tergugat juga
mengancam akan pergi meninggalkan tempat kediaman bersama jika
Penggugat tetap pergi ke Jakarta, sehingga terjadi pertengkaran mulut,
dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugatpun telah berpisah
tempat tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua
Penggugat di Jalan Jendral Sudirman, RT 001 RW 001, Kelurahan lkua
Koto Dibalai (Balai Cacang), Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota
Payakumbuh, sedangkan Tergugat sekarang sudah tinggal dan menetap
di rumah orang tuanya di Desa Sungai Pinang, Nagari Sungai Pinang
Tapan, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir
Selatan;

8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi
nafkah untuk Penggugat;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah
berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat,
tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang
Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali
perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan
akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam
menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang
timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Payakumbuh c.q majelis hukum,kirannya berkenan
untuk menerima,memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai
berikut;
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PRIMER
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Tergugat)
terhadap penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai perturan yang berlaku;
SUBSIDER

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap
di persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak
datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya karena alasan yang sabh;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Witra Rizal, SHI telah memperlihatkan
kartu anggota dan berita acara sumpah serta telah terdaftar pada kepaniteraan
Pengadilan Agama Payakumbuh register Nomor 10/SK/2020 tanggal 18
Februari 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar
menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan
dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0234/22/X1/2015 Tanggal 30 November
2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama KUA Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, telah diberi meterai
cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;
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B. Saksi:

1. Saksi 1 umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah Dasar,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 001 RW 001,

Kelurahan Ikua Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota

Payakumbuh, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, telah

memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah menikah
tanggal 28 November 2015;

- Bahwa setelah setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina
rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jendral
Sudirman, RT 001 RW 001, Kelurahan lkua Koto Dibalai (Balai
Cacang), Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan
Januari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan
harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung
jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat
selalu bersikap cuek, Tergugat kurang memberikan perhatiaan dan
kasih sayang kepada Penggugat dan juga kepada anak Penggugat
dari manta suami Penggugat terdahulu, dan juga Tergugat sering
berkata-kata kasar kepada Penggugat maupun kepada anak
Penggugat, seperti hal nya jika anak Penggugat meminta uang
belanja kepada Tergugat selalu melontarkan perkataan kasar;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat
tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih
kurang 4 bulan;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
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- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah

dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 002 RW 002, Kelurahan
Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Saksi
mengaku sebagai teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa setelah setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina
rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Jendral
Sudirman, RT 001 RW 001, Kelurahan lkua Koto Dibalai (Balai
Cacang), Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Januari 2017
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi,
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung
jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, disebabkan
oleh Tergugat tidak memilki usaha dan pekerjaan, Tergugat kurang
memberikan perhatiaan dan kasih sayang kepada Penggugat dan
juga kepada anak Penggugat dari manta suami Penggugat terdahulu,
dan juga Tergugat seorang yang temperamental selalu menanggapi
masalah rumah tangga dengan emosional dan juga sering berkata-
kata kasar kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat
tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih
kurang 4 bulan;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
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- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah

dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap
dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini,
maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat Witra Rizal, SHI telah
memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah serta telah terdaftar
pada kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh register Nomor 10/SK/
2020 tanggal 18 Februari 2020, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan
Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan
demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili principalnya
beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula
tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan
yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani
Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat
dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena
Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim menasihati
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Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina
rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud
Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1)
dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini
adalah sejak bulan Januari 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan
yang disebabkan karena Penyebab perselisihan dan pertengakaran yang
disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan
kebutuhan rumah tangga. Tergugat kurang memberikan perhatian kepada anak
Penggugat dari pernikahan yang sebelumnya, dan Tergugat sering
mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas
nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap
pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan
Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta
telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg
jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis
Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini,
yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan
pernikahan pada tanggal 28 November 2015 yang tercatat di Kantor Urusan
Agama KUA Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, serta pembuatannya
sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai
bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya

Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri
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dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi
ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal
172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal
175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah
memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat
Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan
kewajiban masing-masing sebagai suami istri sejak telah berpisah tempat
tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
meskipun tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi
kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah
terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan
Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai
suami istri sekitar telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 4 bulan lamanya
lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat meskipun
hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui
secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dengan
Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan
Jurispridensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003
tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah
memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308
R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat

dipertimbangkan lebih lanjut;
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Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Penggugat
tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai saksi Penggugat serta
mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Penggugat disebabkan Penyebab
perselisihan dan pertengakara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi
tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur
dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat
dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi
serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan
dalil-dalil gugatan Penggugat diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada tanggal 28 November 2015 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor , yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh dan belum
dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terus
menerus terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung
jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, Tergugat kurang
memberikan perhatian kepada anak Penggugat dari pernikahan yang
sebelumnya, dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang
menyinggung perasaan Penggugat;

- Bahwa selama berpisah sekitar telah berpisah tempat tinggal lebih
kurang 4 bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan
hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat
bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam
tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt), selain itu
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saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut
Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk
dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukan ketentuan Hukum Islam
di dalam Kitab At-Tolak Fi Syari‘atil Islamiyah Wal Qanun halaman 40 yang
selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat

2
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untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan
timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya
kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis
berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak
dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa
mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga

Jip el
tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan
sebagaimana kaidah fighiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “ Kemudharatan harus disingkirkan “;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar’iyyah
dari Kitab Ghayatul Maram hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai

pendapat Majelis sebagai berikut:

(M 2) aill ol ade sl ooy Byl 38 ade Al 3y

Artinya: “Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah
sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya

dengan talak satu”;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan
Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian
alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi
maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat cukup beralasan
dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan
Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya
dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2
(dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah
perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal
119 ayat 2 huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap
Penggugat adalah talak satu ba’in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan
azas lex spesialis drogat lex generalis, maka biaya yang timbul dalam perkara
ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum
dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

penggugat (Penggugat);
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah); ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Payakumbuh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal
26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriah, oleh
kami, Firdaus, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Efidatul Akhyar, S.Ag dan Rahmi
Mailiza Annur, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Novtri Nelli, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Efidatul Akhyar, S.Ag Firdaus, S.Ag
Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I
Panitera Pengganti,

Novtri Nelli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp50.000,00
3. Panggilan Rp220.000,00
4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00
5. Redaksi Rp10.000,00
6. Materai Rp6.000,00
Jumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam
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ribu rupiah);
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